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Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak fenomena echo chamber di era post-truth
terhadap kualitas demokrasi dan kohesi sosial di Indonesia, serta merumuskan gagasan
manifesto civic virtue sebagai strategi normatif dalam membangun resiliensi masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara survei kuantitatif terhadap 102
responden dan wawancara kualitatif dengan petugas ASN Kemenimipas. Hasil analisis
menunjukkan bahwa dominasi platform digital, rendahnya kemampuan verifikasi informasi,
serta banjir informasi (information overload) telah memicu maraknya disinformasi dan hoaks
yang melemahkan nalar kritis serta merusak kepercayaan publik. Sebagai solusi, internalisasi
nilai-nilai Pancasila dan pengembangan civic virtue—termasuk melalui program pembinaan
kemandirian dan etika bermedia di lingkungan lembaga pemasyarakatan —menjadi fondasi
penting untuk memperkuat resiliensi moral warga negara, menjaga integrasi nasional, serta
mempertahankan kualitas demokrasi di tengah arus informasi digital yang menyesatkan.
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Abstract

This paper aims to analyze the impact of the echo chamber phenomenon in the post-truth era on
the quality of democracy and social cohesion in Indonesia, as well as to formulate the concept of the civic
virtue manifesto as a normative strategy in building community resilience. This study employs a
combined approach of a quantitative survey involving 102 respondents and qualitative interviews with
an ASN officer of the Ministry of Immigration and Corrections (Kemenimipas). The analysis reveals
that the dominance of digital platforms, low information verification skills, and information overload
have triggered widespread disinformation and hoaxes that weaken critical reasoning and damage public
trust. As a solution, the internalization of Pancasila values and the development of civic virtue—
including through rehabilitation programs and digital ethics in correctional facilities —serve as an
essential foundation to strengthen citizens’ moral resilience, safeguard national integration, and
maintain the quality of democracy amidst misleading digital information flows.
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Pendahuluan

Literasi mencakup kemampuan untuk membaca, menulis, memahami bahasa, serta
menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam perspektif klasik, literasi
diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi di era modern ini, literasi
memiliki pemahaman yang lebih luas, termasuk keterampilan dalam memanfaatkan
teknologi, menganalisis media, dan menerapkan pemikiran kritis. Literasi memiliki peran
yang sangat penting dalam bidang pendidikan, karena melalui literasi, individu dapat
memperkaya pengetahuan, mengembangkan rasa ingin tahunya, dan meningkatkan
kreativitasnya (Dinata, 2021).

Dinamika kemajuan ilmu pengetahuan terus bergerak menuju kompleksitas yang
lebih tinggi, ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk mengalami perubahan dan
meningkatnya kebutuhan yang menciptakan berbagai persoalan baru. Perkembangan dalam
kehidupan manusia melahirkan pemikiran yang dikenal dengan nama modernisme, yang
menyatakan bahwa kebenaran dari suatu ilmu harus bersifat absolut, objektif, dan tak
terpengaruh oleh nilai-nilai manusia. Evolusi pengetahuan dan teknologi yang dipicu oleh
modernisme membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Perang, tindak kekerasan,
dan kekacauan dalam sejarah umat manusia muncul akibat rendahnya nilai kemanusiaan itu
sendiri. Sebagai respons, muncul suatu paham lain yang dinamakan post-modernisme, yang
berargumen bahwa sifat ilmu pengetahuan tidak bersifat objektif tapi subjektif. Dengan kata
lain, interpretasi atas pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri, sehingga kebenaran yang
mereka temukan menjadi relatif. Munculnya paham postmodernisme ini lantas menciptakan
suatu era baru yang dikenal sebagai post-truth (pasca kebenaran) (Setiawan & Sudrajat, 2018).
Era post-truth ditandai oleh dominasi emosi dan opini subjektif dalam membentuk persepsi
publik, sering kali mengalahkan fakta objektif. Fenomena echo chamber di media sosial
memperkuat bias kognitif dengan menciptakan ruang interaksi yang homogen, di mana
individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka. Akibatnya,
polarisasi sosial semakin tajam, penyebaran disinformasi meningkat, dan kualitas pemikiran
publik menurun. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi dan kohesi sosial
di Indonesia.

Dalam konteks kebangsaan, echo chamber berpotensi melemahkan nilai persatuan
dan mengancam integrasi nasional. Ketika masyarakat terjebak dalam ruang gema informasi,
sikap intoleran terhadap perbedaan semakin menguat, sehingga menghambat terciptanya
diskusi publik yang sehat. Civic virtue yakni kebajikan warga negara dalam menjaga
kepentingan bersama, mengedepankan rasionalitas, dan menghargai pluralitas menjadi
fondasi penting untuk membangun resiliensi masyarakat. Manifesto civic virtue diperlukan
sebagai pedoman normatif untuk mengarahkan perilaku warga negara agar mampu
menghadapi tantangan era post-truth.

Fenomena echo chamber di era post-truth telah menimbulkan dampak signifikan
terhadap kualitas demokrasi dan kohesi sosial masyarakat Indonesia. Ketika ruang publik
digital dipenuhi oleh informasi yang seragam dan bias, warga negara cenderung terjebak
dalam lingkaran opini yang memperkuat pandangan pribadi tanpa membuka diri pada
perspektif berbeda. Kondisi ini memperparah polarisasi sosial, melemahkan toleransi
terhadap perbedaan, serta menurunkan kualitas pemikiran demokratis yang seharusnya
menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Demokrasi yang idealnya berlandaskan pada
pertukaran gagasan rasional dan inklusif justru terancam oleh fragmentasi sosial yang lahir
dari ruang gema digital.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, konsep civic virtue dapat dijadikan strategi



normatif untuk membangun resiliensi masyarakat. Civic virtue menekankan kebajikan warga
negara dalam menjaga kepentingan bersama, mengedepankan rasionalitas, serta menghargai
pluralitas. Dengan menumbuhkan civic virtue, masyarakat Indonesia dapat memperkuat
daya tahan terhadap dampak negatif echo chamber, sekaligus mengembalikan semangat
pemikiran publik yang sehat. Manifesto civic virtue menjadi penting sebagai pedoman
kolektif, agar warga negara tidak hanya kritis terhadap informasi yang diterima, tetapi juga
mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga integrasi nasional dan kualitas demokrasi di
tengah arus disinformasi era post-truth.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak fenomena echo
chamber dalam era post-truth terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya
pada aspek kualitas demokrasi dan kohesi sosial masyarakat Indonesia. Analisis ini
diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana ruang publik digital yang terfragmentasi
dapat melemahkan integrasi nasional serta menurunkan kualitas pemikiran demokratis.
Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk merumuskan gagasan manifesto civic virtue
sebagai strategi normatif dalam membangun resiliensi masyarakat Indonesia. Dengan
menekankan kebajikan warga negara dalam menjaga kepentingan bersama, mengedepankan
rasionalitas, dan menghargai pluralitas, manifesto ini diharapkan menjadi pedoman kolektif
dalam menghadapi tantangan era post-truth serta memperkuat fondasi demokrasi dan
persatuan bangsa.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir telah
membawa perubahan besar dalam pola interaksi dan konsumsi informasi masyarakat. Media
sosial seperti Instagram, X (Twitter), Titok, Youtube, dan WhatsApp telah menjadi sumber
utama informasi, ruang diskusi, serta sarana aktualisasi diri. Kemudahan akses informasi
yang cepat dan masif tersebut di satu sisi memberikan peluang besar untuk memperluas
wawasan, tetapi di sisi lain juga membuka ruang terhadap paparan informasi yang tidak
akurat atau menyesatkan (Yanto & Sari, 2025).

Tingginya arus informasi di media sosial menciptakan kondisi yang disebut sebagai
information overload atau banjir informasi, yaitu situasi di mana individu menerima begitu
banyak informasi sehingga kesulitan untuk menyaring mana yang relevan dan benar. Dalam
kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital menjadi sangat penting.
Literasi digital melibatkan lebih dari sekadar kemampuan dalam menggunakan alat
teknologi; itu juga termasuk keterampilan dalam memahami, menganalisis, menilai, dan
menciptakan informasi dengan cara yang bertanggung jawab. Tanpa literasi digital yang
memadai, masyarakat rentan menerima dan bahkan menyebarkan informasi yang belum
tentu kebenarannya (Nisa, 2024).

Hal ini dapat memunculkan sebuah istilah disinformasi yang merujuk pada
penyebaran informasi yang secara sadar palsu dan menyesatkan, dengan tujuan menciptakan
kebingungan, merusak kredibilitas, atau menimbulkan konflik dalam masyarakat (Wardle &
Derakhsan, 2017).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang
besar, sangat rentan terhadap arus informasi menyesatkan. Menurut laporan We Are Social
(2024), lebih dari 170 juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial, dengan
interaksi digital yang terus meningkat setiap tahun. Angka tersebut menunjukkan potensi
besar untuk penguatan partisipasi demokratis, namun juga memperbesar risiko paparan
disinformasi, ujaran kebencian, serta narasi yang dapat melemahkan kohesi sosial (Mustain,



2022). Di tingkat praktis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat
ribuan konten hoaks yang tersebar setiap tahunnya, sering kali memuncak menjelang
momen-momen politik seperti Pemilu. Fakta ini menunjukkan betapa besarnya ancaman
hoaks terhadap ketahanan informasi dan kerukunan sosial bangsa.

Kesenjangan akses dan kemampuan literasi digital masih menjadi persoalan bagi
berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga binaan yang sebagian besar berasal dari latar
belakang sosial ekonomi rendah. Kesenjangan tersebut menghambat mereka dalam
memperoleh kompetensi digital yang penting untuk reintegrasi sosial dan keberhasilan
setelah menjalani masa pidana (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Oleh sebab
itu, program pembinaan literasi digital di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu upaya
rehabilitasi yang penting dan strategis (Azis & Kurniawan, 2025). Hal ini menunjukkan
bahwa krisis post-truth menimbulkan banjir informasi di luar, sekaligus isolasi kognitif bagi
warga Lapas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembinaan literasi digital
dapat meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills warga binaan, sehingga membuka
peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial dan pengurangan angka residivisme.
Penelitian lapangan di beberapa Lapas mengindikasikan keberhasilan program ini dalam
memberikan keterampilan komputer dasar, pengelolaan konten digital, dan pengembangan
kemampuan manajemen tugas (Ginting et al., 2021; Handayani et al., 2022). Namun, kendala
signifikan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan fasilitas, kurangnya instruktur
profesional, dan ketiadaan regulasi baku yang mengatur pelaksanaan program secara
sistematis.

Dalam konteks literasi digital pada lingkungan masyarakat terdapat banyak kasus
penipuan misalnya, “gebyar hadiah” menjadi contoh yang penting untuk dikaji karena
pendekatan yang diterapkan oleh pelaku sangat licik, dengan menggunakan cerita yang
menyentuh emosi seperti tawaran iming-iming yang menarik. Kejadian ini tidak hanya
menggambarkan rendahnya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat, tetapi juga
menunjukkan bagaimana berita palsu bisa memanfaatkan teknologi dan algoritma media
sosial untuk menyebar secara cepat.

Gambar 1. Contoh-Contoh Berita Hoaks.
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Sumber: Media Sosial Facebook dan X (Twitter).

Selain kasus-kasus di atas, berikut ini adalah beberapa contoh kasus penyebaran berita
palsu di Indonesia yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, disertai dengan
platform yang digunakan, kategori hoaks, serta efeknya terhadap masyarakat:



Tabel 1. Kasus Penyebaran Hoaks dan Dampaknya di Indonesia

No. Kasus Waktu Platform  Karakteristik Dampak Referensi
Hoaks Kejadian Hoaks
1 Hoaks September ~WhatsApp Bencana Alam Kepanikan (BMKG, 2018)
Gempa 2018 , (Hoaks Gempa warga,
Facebook  Bumi) mobilisasi

masyarakat




Susulan 7,5

yang tidak perlu

SR di Palu
Hoaks Surat ~ Januari WhatsApp Politik Meningkatkan (Kompas.com,
Suara 2019 (Pemilu) ketegangan 2019)
Tercoblos di politik dan
Tanjung ketidakpercaya
Priok an pada KPU
Hoaks Februari Facebook, Kejadian LuarKepanikan (Tim detik net,
“Gambar 2024 WhatsAp  Biasa publik dan 2024)
Ular Piton ) kekeliruan
Raksasa di informasi
Waduk
Jatiluhur”
Hoaks Desember ~ WhatsApp Kesehatan Meningkatkan (Kemenkes RI,
Vaksin 2021 , Youtube  (Covid-19) ketidakpercaya 2021)
Covid-19 an publik
Mengandun terhadap
g Microchip vaksinasi
5 Hoaks BBM Agustu WhatsApp  Ekonomi Kepanikan (detik Finance,
Subsidi Akan 52022 ,Facebook  (Kebijakan masyarakat dan 2022)
Hilang Subsidi) antrean panjang di
SPBU
6 Hoaks Januari TikTok, Kriminalitas Ketakutan (Liputan ~ 6.com,
Penculikan 2022 WhatsAp publik, 2022)
Anak p serangan
dengan terhadap
Mobil individu yang
Berwarna tidak bersalah
Hitam

Sumber: Sarjito, A. (2024)

Kasus-kasus hoaks di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi informasi
dapat dimanfaatkan secara negatif untuk menyebarkan informasi palsu yang
meresahkan publik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia, melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil berbagai
langkah-langkah, seperti penanganan konten tidak benar, pendidikan tentang literasi
digital, dan kerja sama dengan platform media sosial untuk mengurangi penyebaran
informasi yang salah (Suharyanto, 2019). Di samping itu, perlu ada peningkatan
kesadaran bersama di kalangan masyarakat untuk menjadi lebih selektif dalam
menerima dan menyebarkan informasi, serta memperkuat kemampuan literasi digital
untuk mengatasi penyebaran hoaks di masa mendatang (Sulianta, 2020). Dengan
peningkatan dalam literasi digital dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan
warga Indonesia dapat terhindar dari efek negatif akibat penyalahgunaan teknologi
informasi melalui penyebaran hoaks (Sarjito, A., 2024).
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Untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman hoaks dan disinformasi,
diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan teknologi. (Anwar, 2021)
menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia sebagai
langkah kunci dalam melawan penyebaran hoaks. Literasi digital yang kuat akan
membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak
mudah percaya pada berita palsu yang disebarkan di media sosial (Palupi, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods approach)
yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan
pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena echo chamber di era post-truth dan
strategi penguatan civic virtue.

Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui metode survei yang dirancang
untuk menjaring data langsung dari responden guna menganalisis tingkat literasi
digital, pola pencarian informasi di media sosial, serta tingkat keraguan dalam
membedakan fakta dan opini. Survei ini melibatkan 102 partisipan sebagai responden
yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Di sisi lain, pendekatan kualitatif
digunakan untuk menggali data mendalam mengenai praktik dan fenomena di
lapangan, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan salah satu petugas
Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
(Kemenimipas) terkait pembinaan etika bermedia serta program kemandirian bagi
warga binaan. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan mampu
menghasilkan analisis data yang lebih menyeluruh, mendalam, serta memperkuat
validitas dan keabsahan hasil penelitian.

Temuan dan Pembahasan

Dalam menyelesaikan tugas esai ini, tim kami menerapkan dua pendekatan
utama, yaitu survei dan wawancara. Survei dirancang untuk mendapatkan informasi
langsung dari para responden mengenai subjek yang diteliti, sehingga dapat
menghasilkan analisis kuantitatif tentang pandangan dan pengalaman dari
responden. Di sisi lain, pendekatan lain yang dilakukan yaitu dengan mewawancarai
salah satu petugas ASN Kemenimipas untuk mengumpulkan data kualitatif yang
lebih mendalam mengenai praktik dan fenomena yang terjadi di lapangan.
Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang
lebih menyeluruh, sekaligus memperkuat keabsahan hasil penelitian.

Kasus hoaks dan informasi yang menyesatkan di Indonesia menunjukkan
bagaimana informasi digital digunakan secara merugikan untuk mempengaruhi
pandangan publik. Hoaks tentang gempa susulan di Palu dan ular piton besar di
Jatiluhur menggambarkan pemanfaatan isu bencana alam untuk menciptakan
kepanikan. Hoaks mengenai suara tercoblos dan masalah subsidi BBM menunjukkan
adanya manipulasi dalam isu politik dan ekonomi yang dapat merusak kepercayaan
publik terhadap institusi negara. Sementara itu, hoaks terkait vaksin Covid-19 yang
mengandung microchip serta isu penculikan anak menggunakan mobil hitam
menunjukkan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat serta ketenangan
sosial.
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Secara kritis, fenomena ini mengungkapkan tiga poin penting. Pertama,
kepekaan masyarakat terhadap informasi yang bersifat emosional yang cepat
menyebar di media sosial, menyoroti rendahnya kemampuan untuk memverifikasi.
Kedua, pengaruh algoritma di platform digital yang mempercepat penyebaran konten
sensasional dibandingkan dengan informasi yang faktual, sehingga hoaks
memperoleh peluang lebih besar untuk berkembang. Ketiga, konsekuensi beragam
dari hoaks yang tidak hanya menyebabkan kepanikan sementara, tetapi juga merusak
kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah, kebijakan kesehatan, dan
solidaritas sosial. Oleh karena itu, hoaks bukanlah sekedar informasi yang tidak benar,
tetapi sebuah alat manipulasi sosial yang bisa mengganggu stabilitas politik, ekonomi,
dan keamanan. Inisiatif pemerintah melalui pemblokiran konten dan pendidikan
mengenai literasi digital memang krusial, tetapi tidak akan cukup tanpa keterlibatan
aktif masyarakat. Literasi digital yang baik menjadi kunci bagi masyarakat agar
mampu berpikir kritis, menyaring informasi, dan tidak mudah terjebak dalam arus
informasi yang menyesatkan. Kasus-kasus ini juga dapat dianggap sebagai peringatan
bahwa ketahanan informasi nasional hanya akan terjaga lewat kerja sama antara
regulasi pemerintah, tanggung jawab dari platform digital, dan kesadaran kritis
masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, lapas atau rutan di wilayah Kotabumi
menerapkan kebijakan ketat yang melarang warga binaan membawa ponsel maupun
alat komunikasi lainnya. Namun, kebijakan ini berdampak pada terbatasnya akses
informasi, sehingga warga binaan cenderung mengalami ketertinggalan berita dan
kurang mengetahui perkembangan dunia luar selama masa pembinaan.

Penerapan kebijakan sterilisasi alat komunikasi di lapas atau rutan wilayah
Kotabumi memicu dilema struktural: di satu sisi, larangan ini krusial untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang dan tindak kriminal dari dalam sel; namun di sisi lain,
hal ini menciptakan isolasi kognitif bagi warga binaan. Ketiadaan akses terhadap
informasi terkini berisiko membuat mereka mengalami shock budaya dan
ketidaksiapan sosial saat kembali ke masyarakat nantinya. Isolasi kognitif di Lapas
menjadi anomali dari echo chamber: masyarakat luar terjebak ruang gema, warga
binaan terjebak ruang hampa informasi. Keduanya sama-sama melemahkan nalar
kritis demokrasi. Karena itu, pembinaan etika bermedia dan akhlak di Lapas
Kotabumi berfungsi sebagai civic
virtue skala mikro untuk membentuk resiliensi moral dan kesiapan menghadapi
masyarakat digital.

Dari hasil lapangan melalui pelaksanaan kuesioner mengenai Tingkat Literasi
Digital dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Krisis Informasi, didapatkan sebagian besar
masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara informasi yang
bersifat hoaks dengan fakta yang valid. Fenomena ketidakmampuan masyarakat
dalam membedakan hoaks dan fakta mencerminkan adanya krisis verifikasi di era
pasca-kebenaran (post-truth). Kebingungan ini bukan sekadar masalah ketidaktahuan,
melainkan dampak dari algoritma media sosial yang lebih mengutamakan viralitas
dan emosi daripada validitas data, sehingga nalar kritis publik menjadi tumpul.
Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki
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relevansi yang mendesak. Pancasila bukan hanya dokumen normatif pengikat
hukum, tetapi juga sistem nilai yang berpotensi menjadi kerangka etika dalam menata
perilaku bermedia sosial. Nilai-nilai seperti sila kedua kemanusiaan yang adil dan
beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin
dengan hikmat kebijaksanaan memuat prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan
tantangan etika digital era kontemporer (Hidayat, 2025). Melalui pijakan Pancasila,
masyarakat dapat diarahkan untuk bermedia sosial dengan tanggung jawab moral,
bersikap kritis terhadap informasi, menolak ujaran kebencian, dan menjaga solidaritas
sosial dalam ranah digital. Namun, realitas menunjukkan bahwa internalisasi nilai-
nilai Pancasila dalam praktik digital masih menemui banyak kendala. Beberapa studi
mengidentifikasi bahwa masyarakat Indonesia masih rendah dalam literasi digital
(Syurfa et al., 2024), kurang mampu memverifikasi sumber informasi (Lewandowsky
et al., 2020), serta terjebak dalam echo chamber dan confirmation bias akibat algoritma
media sosial (Cinelli et al., 2021).

Platform media sosial pun cenderung mendorong konten yang memicu
keterlibatan (engagement) ketimbang akurasi, sehingga konten sensasional atau
provokatif lebih mudah viral dibanding konten yang berbasis fakta dan refleksi etis.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan hoaks dan post-truth
tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau intervenasi teknologi semata. Meski
Undang-Undang ITE dan kebijakan konten digital berperan, sifat media sosial yang
dinamis dan terdesentralisasi membuat pengendalian formal memiliki keterbatasan.
Di sinilah urgensi bagi penelitian yang menempatkan Pancasila sebagai landasan etika
media sosial. Tanpa fondasi nilai, literasi digital saja akan menciptakan masyarakat
yang mahir teknis namun lemah moral. Nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai filter
normatif yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung
jawab sosial, serta menjadi mekanisme legitimasi etika dalam wacana publik digital.
Melalui survei yang melibatkan 102 partisipan sebagai responden, ditemukan data
signifikan

@ Instagram
@ TikTok
X (Twitter)
@ Facebook
@ Grup WhatsApp

1. Platform media sosial yang paling sering digunakan untuk mencari
informasi.

Dari hasil diagram di atas, dapat diketahui bahwa platform media sosial yang
paling banyak digunakan untuk mencari informasi adalah TikTok dengan persentase
sebesar 66,7%. Posisi kedua ditempati oleh Instagram dengan 21,6%, kemudian
disusul oleh aplikasi X (Twitter). Selanjutnya, aplikasi Facebook dan grup WhatsApp
menunjukkan persentase yang sama, yakni sekitar 2%. Temuan ini menunjukkan
dominasi TikTok sebagai sumber pencarian informasi di kalangan responden, dengan
Instagram sebagai alternatif utama, sementara platform lain relatif kurang diminati.
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Pada platform TikTok yang mengandalkan konten video pendek dengan tingkat
penyebaran yang sangat cepat. Karakter visual dan narasi singkat yang digunakan
TikTok mudah untuk dikonsumsi, namun sering kali tidak disertai proses verifikasi
yang memadai. Sehingga dapat memicu disinformasi di media sosial yang berpotensi
membentuk opini publik secara keliru, serta menimbulkan dampak sosial yang luas
ketika konten tersebut dikemas secara emosional dan viral (Anwar,2021).

2. Seberapa sering responden ragu/bingung dalam membedakan antara fakta dan
opini di media sosial

30
20
18 (17,
16 (15,7%) L858
10 11 (10,8%)
0
1 2 3 4 5

Dari total 102 responden, terlihat bahwa sebagian besar berada pada kategori
3 (32,4%) dan kategori 4 (23,5%). Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak
masyarakat yang jarang hingga sering merasa ragu atau bingung dalam membedakan
fakta dan opini di media sosial. Sementara itu, kategori 2 (17,6%) dan kategori 1
(15,7%) menunjukkan adanya kelompok yang relatif jarang mengalami kebingungan,

sedangkan kategori 5 (10,8%) menandakan sebagian kecil responden yang sangat
sering mengalami keraguan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih
belum merata. Sebagian besar responden berada di tengah, artinya mereka kadang
mampu membedakan fakta dan opini, tetapi masih sering terjebak dalam bias
informasi. Kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas diskusi publik, karena opini
yang tidak terverifikasi bisa dianggap sebagai fakta.

Dalam konteks civic-virtue, hasil ini menegaskan pentingnya menumbuhkan

kebajikan warga negara berupa sikap kritis, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam
menyaring informasi. Dengan civic virtue, masyarakat tidak hanya lebih tangguh
menghadapi arus informasi di era post-truth, tetapi juga mampu menjaga kohesi sosial
dengan mengedepankan kebenaran dan kepentingan bersama.
Berdasarkan informasi yang disampaikan terdapat beberapa cara untuk membedakan
berita fakta dan berita hoaks, tahapan untuk mengecek sebuah berita apakah fakta
atau hoaks antara lain: (a) Memverifikasi nama domain, (b) Memastikan siapa yang
bertanggung jawab (redaksi) dan alamat media, (c) Menelaah informasi domain
melalui Whois, (d) Memeriksa tanggal laporan berita, (e) Menganalisis dengan berita
dari sumber lainnya, (f) Hindari mengakses kembali media yang menyebarkan
informasi palsu. Hal yang paling penting bagi masyarakat terkait berita palsu ini
adalah bagaimana mereka dapat menahan diri untuk tidak terburu-buru
menyebarluaskan informasi yang diterima sebelum mengetahui kelengkapan dan
kebenaran dari informasi tersebut (Gumilar, dkk., 2017).
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3. Pihak penanggung jawab dalam mengatasi krisis informasi

21,6%
16,7%

@ Pemerintah (Regulasi’Hukum)
@ Penyedia Platform (Meta, TikTok,
Google)

Masyarakat Sendiri (Pendidikan/Literasi)

Dari total 102 responden, mayoritas memilih masyarakat sendiri

(pendidikan/literasi) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, dengan
persentase sebesar 61,8%. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa ketahanan
terhadap krisis informasi sangat bergantung pada kemampuan individu dan
komunitas dalam meningkatkan literasi digital. Sementara itu, 21,6% responden
menilai pemerintah melalui regulasi dan hukum sebagai pihak yang berperan
penting, sedangkan 16,7% responden menunjuk penyedia platform digital seperti
Meta, TikTok, dan Google sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.
Di era saat ini, kemampuan membaca dan menulis secara digital sangat krusial karena
hampir semua elemen kehidupan melibatkan interaksi secara digital, mulai dari
pendidikan yang bergantung pada sumber daya internet hingga dunia kerja yang
memerlukan alat digital untuk berkomunikasi dan meningkatkan produktivitas
(Nurjanah, dkk., 2024).

Solusi untuk meningkatkan literasi digital dimasyarakat dapat dilakukan
melalui edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan internet secara bijak. Masyarakat
juga perlu dibiasakan untuk berpikir kritis dan memeriksa kebenaran informasi
sebelum menyebarkannya. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat
menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas ASN Keminimipas didapatkan
informasi berupa larangan penggunaan alat komunikasi bagi warga binaan, misalnya
penggunaan handphone. Sehingga dapat menciptakan batasan akses terhadap dunia
luar. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan literasi digital, mengingat
warga binaan tidak memiliki sarana untuk beradaptasi dengan perkembangan
teknologi informasi yang sangat cepat.

Solusi yang diberikan oleh petugas ASN Kemenimipas di antaranya warga
binaan diberikan edukasi mengenai etika bermedia sosial agar warga binaan
memahami dasar-dasar literasi digital, lalu terdapat juga kegiatan pembinaan seperti
“jeruji” (jemaah rutan mengaji) supaya warga binaan memiliki akhlak yang baik dan
tidak melakukan kejahatan kembali, selain itu terdapat juga kegiatan pembuatan
gelang dan roti yang hasilnya dapat diperjual belikan saat kegiatan pada Event Bandar
Lampung Expo. Terdapat juga warga binaan yang beternak ayam, ikan, dan menjadi
tukang bangunan yang semuanya difasilitasi oleh lembaga Kemenimipas, ucap Kak
Bima selaku narasumber. Program kemandirian ekonomi di Lapas seperti roti,
kerajinan, dan peternakan merupakan wujud civic virtue: membentuk warga binaan
yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi. Keterampilan produktif ini
jadi jangkar karakter, membantu mereka keluar dari krisis mentalitas dan lebih tahan
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terhadap disinformasi saat kembali ke masyarakat digital.

Untuk menanggulangi hoaks, pemerintahan Indonesia telah menerapkan
sejumlah peraturan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang
konsekuensi hukum bagi individu yang menyebarkan hoaxs, termasuk berbagai
sanksi pidana, sanksi administratif, serta dampak sosial dan profesional. Tujuan dari
peraturan ini adalah untuk menghentikan dan menindaklanjuti penyebaran informasi
yang tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian atau kekacauan. Konsekuensi
hukum bagi orang-orang yang menyebarkan hoaxs cukup berat, berupa hukuman
penjara selama 6-10 tahun dan denda yang bisa mencapai 1 miliar rupiah. Di samping
itu, pelaku juga berisiko mengalami konsekuensi sosial, pemblokiran akun atau
website, serta kemungkinan dihadapkan pada gugatan perdata (Wibowo & Sudarto,
2024).

Kesimpulan

Fenomena echo chamber di era post-truth telah memperlihatkan bagaimana
ruang publik digital yang homogen dapat memperkuat polarisasi, menurunkan
toleransi terhadap perbedaan, serta melemahkan kualitas pemikiran demokratis.
Kondisi ini menimbulkan ancaman nyata bagi integrasi nasional dan kohesi sosial,
karena masyarakat cenderung terjebak dalam arus informasi yang bias dan emosional.
Di tengah tantangan tersebut, civic virtue hadir sebagai fondasi normatif yang
menekankan kebajikan warga negara dalam bersikap kritis, rasional, dan menghargai
pluralitas. Dengan menumbuhkan sikap ini, masyarakat dapat lebih tangguh
menghadapi disinformasi, sekaligus menjaga semangat kebersamaan dan kualitas
demokrasi. Manifesto civic virtue menjadi pedoman kolektif yang relevan untuk
mengarahkan perilaku bermedia sosial secara bertanggung jawab, sehingga
demokrasi tetap kokoh dan persatuan bangsa terjaga di era digital yang penuh arus
informasi menyesatkan.
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